SALINAN

WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 175 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

a.

DI KOTA PROBOLINGGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

bahwa pajak daerah merupakan instrumen untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah sebagai
bagian dari pelaksanaan otonomi daerah;

bahwa untuk memfasilitasi inovasi penggunaan tanda tangan
elektronik pada SPPT PBB Kota Probolinggo dan pembayaran
PBB melalui kanal-kanal non konvensional, dipandang perlu
adanya perubahan tata cara pemungutan pajak bumi dan
bangunan perkotaan di Kota Probolinggo, guna meningkatkan
kualitas pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota
Probolinggo agar dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien;
bahwa Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 175 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perkotaan Di Kota Probolinggo, belum menyesuaikan dengan
perkembangan inovasi penggunaan tanda tangan elektronik serta
kebijakan pemerintah daerah, sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, huruf b, dan huruf ¢, maka perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 175
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan
Bangunan Perkotaan Di Kota Probolinggo;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PajakDaerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);

Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2018
tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota

Probolinggo Tahun 2018 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 175 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN DI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 175 tahun 2018

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Probolinggo

(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 175), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 14, angka 19, angka 20, angka 23

diubah, dan angka 24 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
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10.

11.

12.

13.

14.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan
daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Perangkat Daerah adalah Badan yang menyelenggarakan ururan
pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah.

Kepala Perangkat daerah adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan
ururan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan
dan aset daerah.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak
adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah Daerah.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut
Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasali,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas
bumi, dan/atau memiliki, menguasai , dan/atau memperoleh manfaat
atas bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas
bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.

Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk
apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak
investasi kolektif.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk
melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar,
dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,
atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk
memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

Tanda Terima Sementara, yang selanjutnya disingkat TTS adalah bukti
pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sementara dari petugas pemungut
yang dilakukan oleh Badan.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pelunasan PBB yang diterbitkan oleh bank tempat pembayaran PBB baik
berupa resi pembayaran baik cetak maupun digital atau struk pembayaran
apabila melalui layanan pembayaran yang disediakan oleh bank.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang
terutang.

Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah
Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan
berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama
dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas

bangunan.



23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP
adalah daftar himpunan yang memuat data nama wajib pajak, letak objek
pajak, NOP, beserta pembayaran pajak terhutang pada setiap kelurahan.
Dihapus.

Data Harga Jual adalah data/informasi mengenal jual beli tanah dan/atau
bangunan yang didapat dari sumber pasar dan sumber lainnya seperti Camat,
PPAT, Notaris PPAT, aparat kelurahan, iklan media cetak, dan lain-lain.

Blok adalah Zona Geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak yang
dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia yang bersifat
permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai dan sebagainya untuk
kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu wilayah
administrasi pemerintahan kelurahan. Penentuan batas blok tidak terikat
kepada batas RT/RW dan sejenisnya dalam satu kelurahan.

Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis
yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi
Rata-Rata (NIR) yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak
dalam satu wilayah administrasi kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai
Tanah tidak terikat kepada batas blok.

Peta Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut Peta ZNT adalah peta
yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok
objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) yang
dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah
administrasi kelurahan.

Piutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam
surat ketetapan pajak atau surat keputusan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SPM (Surat Perintah
Membayar).



2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 2
Tata cara pemungutan pajak dalam Peraturan ini meliputi:

a. Pendataan dan penilaian objek pajak;

b. Penetapan dan penerbitan SPPT;

c. Tata cara pembayaran pajak melalui bank;

d. Mutasi objek pajak dan subjek pajak;

e. Tata cara penerbitan salinan SPPT/ SKPD;

f. Pengurangan atau penghapusan denda administrasi pajak;
g. Pembetulan SPPT,;

h. Pembatalan SPPT yang tidak benar;

e

Tata cara penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran pajak;

Pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi pajak;

—.

k. Pengurangan pajak;

1. Keberatan pajak;

m. Tata cara penagihan dan penanganan piutang pajak;

n. Tata cara penagihan pajak; dan

o. Tata cara pemberian informasi pajak.

Pendataan dan penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a adalah pelaksanaan pembentukan atau pemeliharaan basis
data pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Penetapan dan penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah proses penetapan dan penerbitan dalam rangka cetak
SPPT PBB atau berdasarkan pendaftaran oleh wajib pajak.

Pembayaran pajak melalui bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c adalah proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak
melalui baik secara tunai maupun non tunai pada tempat pembayaran
pajak atau kanal pembayaran pajak yang sudah disediakan dan harus
dilunasi paling lambat saat tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Mutasi objek pajak dan/atau subjek pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d adalah perubahan atas data objek pajak dan/atau subjek
pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain.
Penerbitan salinan SPP/ SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e adalah proses penerbitan SPPT sebagai pengganti SPPT yang
hilang/rusak/belum diterima wajib pajak.

Pengurangan atau penghapusan denda administrasi pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah mengurangkan atau

menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan
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(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib
pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah
proses penerbitan keputusan pembetulan SPPT sebagai akibat penerbitan
SPPT yang tidak benar dikarenakan  kesalahan  penulisan
alamat/penulisan nama, kesalahan hitung luas bumi dan bangunan.
Pembatalan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h adalah proses penerbitan Keputusan Pembatalan SPPT sebagai
akibat penerbitan SPPT yang tidak benar dikarenakan ganda atau objek
pajak tidak ada.

Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah penentuan kembali tanggal/saat
jatuh tempo pembayaran atas permohonan wajib pajak karena
keterlambatan diterimanya SPPT atau terlambat pengembalian SPOP atas
permohonan wajib pajak karena sebab-sebab tertentu.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf j adalah proses penyelesaian atas kelebihan pembayaran
pajak kepada wajib pajak.

Kompensasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah
kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang diperhitungkan
denganpiutang PBB lainnya yang sudah/belum jatuh tempo atau atas
permintaan wajib pajak untuk diperhitungkan ketetapan PBB yang akan
datang.

Pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
adalah pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan wajib
pajak terhadap ketetapan pajak yang terutang.

Keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 adalah
ketidaksetujuan wajib pajak atas ketetapan PBB yang tercantum dalam SPPT.
Penagihan dan penanganan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf m adalah piutang yang tercantum dalam SPPTyang tidak
dapat ditagihkan disebabkan karena hal-hal tertentu.

Tata cara penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n
adalah tata cara penagihan pajak yang belum dibayarkan atau kurang
bayar dari wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran.

Pemberian informasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o

adalah pemberian informasi pajak atas permohonan wajib pajak.



Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah dan ditambahkan 1

(satu) huruf yakni huruf c, ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c,

serta ditambahkan 1 (satu)ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 8

(1) SPPT ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan.

(2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya
yang terkait dengan penandatanganan SPPT, maka penandatanganan
SPPT dapat dilakukan dengan:

a. tanda tangan elektronik; atau

b. cap dan cetakan tanda tangan digital; atau

c. cap dan cetakan tanda tangan.

(3) SPPT dapat diterbitkan melalui:

a. pencetakan massal;

b. pencetakan dalam rangka:
1. pembuatan salinan SPPT;
2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan Kepala Badan

atas permohonan keberatan atau pembetulan dari wajib pajak;

3. tindak lanjut pendaftaran obyek pajak baru; dan
4. mutasi obyek dan/atau subyek pajak.

c. pencetakan mandiri secara daring.

(4) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas suatu obyek pajak.

(5) SPPT sudah tersampaikan kepada wajib pajak terhitung sejak bulan
Januari karena sudah dapat diakses, dilihat dan dicetak secara online

oleh seluruh masyarakat sebagai wajib pajak.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
(1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui bank yang ditunjuk baik di
tempat maupun kanal pembayaran yang disediakan, petugas pemungut
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
(2) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Minimarket, Kantor

Pos dan tempat lain yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 11
(1) Dihapus.
(2) Pembayaran dengan cek bank/ giro bilyet bank, baru dianggap sah
apabila telah dilakukan kliring.
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(3)

(4)

Wajib pajak menerima SSPD sebagai bukti telah melunasi pembayaran
pajak dari bank atau tempat lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Bank atau tempat lain yang ditetapkan oleh Wali Kota berkewajiban
mengirimkan SSPD kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran

pajak melalui kiriman uang/ transfer.

Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 13

Atas dasar belum diterimanya SPPT, SPPT hilang atau sebab lain, wajib
pajak dapat mencetak sendiri salinan SPPT secara daring atau
mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT secara perorangan
ataupun secara kolektif ke Badan Hukum.
Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan salinan SPPT antara lain:
a. surat permohonan tertulis penerbitan salinan yang diajukan kepada

Badan;
b. fotocopy SPPT tahun terakhir; dan

c. fotocopy identitas diri atau kartu keluarga.

Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 14
Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas
permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang tercantum
dalam SPPT atau STPD yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak
atau bukan kesalahan wajib pajak dan atas kondisi tertentu.
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program

kerja dan agenda Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 15
Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas
permohonan wajib pajak baik secara perseorangan maupun kolektif dapat
membetulkan SPPT atau STPD yang tidak benar karena:

a. kesalahan nama;

b. kesalahan alamat;

c. kesalahan luas bumi dan atau bangunan;

d. kesalahan hitung;

e. kesalahan kode zona nilai tanah;

f. kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangan perpajakan; dan

g. kesalahan lain yang diakibatkan oleh sistem.
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10.

(2) Permohonan pembetulan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatas, diajukan secara perorangan, dan dapat juga diajukan

secara kolektif.

Pasal 15 pada Bagian Kedelapan diubah menjadi Pasal 16, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Bagian Kedelapan
Pembatalan SPPT Yang Tidak Benar
Pasal 16
(1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan
wajib pajak baik secara perseorangan maupun kolektif dapat membatalkan
SPPT, SKPD, STPD yang tidak benar dikarenakan ganda, telah berubah
status buminya menjadi fasilitas umum, telah digabungkan menjadi satu
dengan objek pajak lain atau tidak ditemukannya objek pajak.
(2) Permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di atas, diajukan secara perseorangan, dan dapat juga

diajukan secara kolektif.

Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 17

(1) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dapat
dilakukan atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT tahun berjalan
atau atas kondisi tertentu.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program
kerja dan agenda Pemerintah Daerah.

(3) Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT tahun berjalan, wajib pajak
dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo
pembayaran pajak dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. pengajuan secara tertulis dari wajib pajak atau kuasanya kepada
Badan;

b. SPPT asli yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti
penerimaan;

c. surat kuasa (apabila dikuasakan);

d. fotocopy identitas diri atau fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam
hal dikuasakan;

e. fotocopy kartu keluarga;

f. tidak memiliki tunggakan PBB; dan

g. fotocopy SSPD PBB tahun sebelumnya.
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11.

12.

13.

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 24

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan
kepada wajib pajak atas pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT
atau SKPD.

Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak pokok ditambah pengenaan
sanksi administrasi berupa denda.

SPPT atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah
diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda

administrasinya.

Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 25

Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf
b dapat diberikan paling tinggi sebesar 100 % (seratus persen) dari pajak
terutang.

Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayat (1) huruf
a, diberikan berdasarkan pertimbangan dan perhitungan analisa
dokumen dan bobot prosentasi pengurangan dari berkas permohonan
yang diajukan oleh wajib pajak.

Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayat (1) huruf
b, diberikan kepada wajib pajak dapat diberikan berdasarkan keterangan

laporan instansi yang berwenang secara tertulis.

Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 37
Wajib pajak atas dasar kebutuhan informasi dapat meminta informasi
kewajiban perpajakannya mandiri secara online melalui kanal yang telah
disediakan atau melalui petugas pelayanan.
Kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
meliputi:
a. keterangan lunas tunggakan;
b. surat keterangan atas NJOP Bumi dan Bangunan; atau

c. keterangan status jenis bumi atas objek pajak terkait.
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14. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi

15.

16.

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 38
Wajib pajak dapat mencetak secara mandiri Surat Keterangan NJOP Pajak
Bumi dan Bangunan melalui kanal yang sudah disediakan atau
mengajukan permohonan Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan
Bangunan ketika belum diterbitkannya SPPT PBB pada tahun tersebut.
Permohonan Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan diajukan
secara tertulis kepada Kepala Badan disertai alasannya.
Permohonan dilampirkan dengan dokumen sebagai berikut:
a. fotocopyidentitas diri atau kartu keluarga;
b. surat kuasa (apabila dikuasakan); dan

c. fotocopySPPT PBB tahun sebelumnya.

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 39
Wajib pajak dapat mencetak secara mandiri surat keterangan lunas
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui kanal yang sudah
disediakan atau mengajukan permohonan surat keterangan lunas
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas dasar kerusakan atau
hilangnya bukti pembayaran.
Permohonan surat keterangan lunas pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
kepada Kepala Badan disertai alasannya.
Permohonan dilampirkan dengan dokumen sebagai berikut :
a. fotocopyidentitas diri atau kartu keluarga; dan

b. fotocopy SPPT PBB terkait.

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 40
(1) Dihapus.
(2) Format formulir yang digunakan atau dipersyaratkan pada pelayanan PBB

tercantum dalam Lampiran [ dan Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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17. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali
KotaNomor 175 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II yg merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Mei 2023
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN
Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesugijdengan aslinya

IAN HUKUM,

DENNY BAGUg
NIP. 19780

200903 1 004
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SALINAN LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 175 TAHUN 2018 TENTANG TATA
CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERKOTAAN DI KOTA
PROBOLINGGO

BENTUK SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PELAYANAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

1. PERMOHONAN SALINAN SPPT
Probolinggo, ...... e e —reeaes
Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo
Jl. Panglima Sudirman Nomor 19Probolinggo
Perihal : Permohonan Salinan SPPT

Pajak Bumi dan Bangunan

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama et
LS (ol o F= - o L PN
Alamat ettt ettt ettt ettt ettt et

Dengan ini mohon diterbitkan Salinan SPPPT PBB :

Tahun ettt ettt ettt ettt et ettt ettt ettt ettt
NaIa WP 1 o e e e
NOP ettt ettt ee ettt ettt ettt et ettt ettt ettt ettt e,

Alasan permohonan Salinan SPPT :

Untuk melengkapi permohonan ini terlampir dokumen sebagai berikut :
1. Surat Kuasa ( bila dikuasakan)

2. Fotocopy Identitas diri wajib pajak atau Kartu Keluarga

3. Fotocopy SPPT PBB tahun sebelumnya

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wajib Pajak/Kuasa
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2.

PERMOHONAN PENGURANGAN PBB

Probolinggo, ...... e e e
Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo

Jl. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo

Perihal : Permohonan Pengurangan PBB

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama L ettt et e e e,

Alamat PP
Sebagai Wajib Pajak PBB objek yang terletak di :

Jalan e e ettt ettt ea e enens
Desa/Kel, RT/ RW i i e e e et e e e aanas

Kec.

e Kota Probolinggo

NOP e PBB terhutang untuk tahun : .........
Sebesar RPp : covvviieiiviiiiiiiiiiniieea, terbilang

Demikian agar dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasa

Syarat-syarat terlampir sebagai berikut:

1.

Fotocopy SK Pensiun dan slip gaji pensiun (bagi wajib pajak pribadi pensiunan
pegawai negeri/ BUMN/BUMD).

. Fotocopy SK Pensiun/ KTA Veteran/ SK Pengakuan & Penganugerahan Gelar

Kehormatan dan Fotocopy kartu tanda veteran (bagi wajib pajak pribadi veteran).
Fotocopy SK Pengurangan tahun sebelumnya (bila ada).

. Surat Pernyataan berpenghasilan rendah yang diketahui RT, RW dan Lurah (bagi

wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah).

. Surat Pernyataan Bersedia Membayar PBB setelah mendapatkan Surat Keputusan

Kepala Badan (khusus untuk permohonan pengurangan denda).

Fotocopy SK Wali Kota penetapan bangunan sebagai cagar budaya dilegalisir Kepala
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo (bila objek pajak ditetapkan
sebagai cagar budaya).

Surat Keterangan Lurah / Camat yang menyatakan objek pajak terkena bencana
atau sebab lain.

Fotocopy Identitas diri wajib pajak dan Kartu Keluarga.

. Fotocopy Tagihan Rekening Listrik, air, telepon bulan terakhir.
10.
11.

Fotocopy SSPD PBB tahun sebelumnya.
Fotocopy SPPT yang diajukan pengurangan.

-16 -



3. PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Probolinggo, ...... e e e

Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo

Jl. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo
Perihal : Permohonan Pengembalian

Kelebihan Pembayaran

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak @ . ..o e
W = 0 E= N A A\ o TR0 1Y o

Bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB atas

SPPT/SKPD/STP *) Tahun .........ccceeuenene.. sebesar Rp. .c.oovvvviiiiiiiiiiiiiia

PP PPN )

Bentuk pengembalian yang kami mohon adalah sebagai berikut:

1. Rpeievriiiiiiiiiiiin, dibayar tunai (restisusi) pada rek. No. .............. Di
Bank...............

2. Rpeooioiiiii diperhitungkan (dikompesasikan) dengan hutang/ ketetapan
PBB*) tahun ......... atas nama :

Nama Wajib Pajak & ..o
Alamat PP PP P PPN
Letak Objek Pajak & ..o.iiiiiiiiiiii e
NOP PP

3. Disumbangkan kepada Negara

Sebagai bahan pertimbangan /penelitian kami lampirkan :

a. SSPD PBB asli dan fotocopy tahun pajak yang dimohonkan pengembalian berupa

kompensasi / restitusi;

b. Fotocopy SSPD PBB tahun pajak berjalan dan tahun sebelumnnya;

C. Surat Kuasa ( apabila dikuasakan);

d. Fotocopy identitas Wajib Pajak dan Kartu Keluarga;

e. Nomor rekening atas nama Wajib Pajak (bila pengembalian kelebihan pembayaran

berupa restitusi).

Wajib Pajak/Kuasa

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu
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4. PERMOHONAN MUTASI OBJEK / SUBJEK PAJAK

Probolinggo, ...... e e e
Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo

Jl. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo

Perihal : Permohonan Mutasi

Objek /Subjek PBB

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun .................

NOP N
Nama Wajib Pajak PP
Alamat Wajib Pajak @ oo
PBB Terhutang PP
Letak Objek Pajak PPN
Pengenaan PBB

- Luas Tanah e M2

- Kelas Tanah PP M2

- Luas Bangunan e M2

- Kelas Bangunan e M2

Dengan ini diajukan permohonan Mutasi atas Objek Pajak sebagaimana tercantum pada
SPPT PBB tersebut diatas karena telah dipecah menjadi :

1.Seluas : .o, M2, atas NAMA & ...ooiiiiiii it eiieiee e,
]S ge E2EoT= 5 =¥ o P OO
2.S€eluas @ coovviiiiiiii M2, atas NaAMA © cceviiiiiiiiiiiiii e eeiee
| 21Sge P XY= 1 g =¥ o PO T PP
3.8eluas @ ooiiiiiiiii m2, atas NamMa @ ....oooiiiiiiiii i
| 21S) e P TN g =T o R TP

Sebagai bahan pertimbangan penelitian, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1.

2.
3.
4

Surat Kuasa (bila dikuasakan ).

Foto copy SPPT dan SSPD PBB tahun terakhir.

Foto copy Identitas diri wajib pajak dan Kartu Keluarga.

SPOP dan LSPOP yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani Wajib Pajak atau
Kuasanya (bila dikuasakan)

Dokumen pendukung bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan objek pajak:

a. Foto copy Sertifikat/AJB/Girik/Surat Keterangan lain sejenis.

b. Foto copy IMB.

Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Piutang PBB atas wajib pajak induk sesuai
luasan yang dimiliki (khusus untuk permohonan mutasi sebagian).

Melampirkan daftar nominatif bila diajukan secara kolektif ditandatangani.

Wajib Pajak / Kuasanya,
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5. PERMOHONAN KEBERATAN ATAS SPPT / SKPD

Probolinggo, ...... e e e
Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo

Jl. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo

Perihal : Keberatan atas SPPT/SKPD
PBB Tahun ..................

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAINIA & o e

ALAINAL T e e

Sebagai Wajib Pajak /Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak yang terletak di :

Jalan ....ooiiiiiiiii RT........ RW...... Kelurahan............cocoeeeienene.
Kecamatan.........c.coveveveininenen.n. Kota Probolinggo.

Nomor Objek Pajak (NOP) : ..c.oviviiiiiiiiiiiiiiine e SPPT Tahun.........c.c.ccceuenen..
PBB Terhutang : Rp.

Tanggal SPPT/SKP Aiterimma ...o.cueuiieitieiiiitiie e e et eeenes
Dengan ini menyatakan keberatan atas SPPT/SKPD tersebut diatas dengan alasan sebagai
berikut :

PP PP PPN
e e eeaas
PP PP PP PP PP PTPPTPRPPN
Menurut perhitungan kami ketetapan PBB tahun ............... adalah sebagai berikut:
1.Bumi: .coooveininiinnnn.n. M2 XRp.coviviiiiiiiiiiiiien, /M2 = Rp. .ccoveinininann.

2. Bangunan : ..........c.oeeenl M2 X Rp.ccoovviiiininnne. /M2 = Rp. .ccooveiniinnnnne.

. NJTOP & (142) e = Rp. e

4. NJIOPTKP oo = Rp eeeveiiii

5. NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (3-4)......cccevevuinenen. = Rp ceeeiiiii

6. PBB Terhutang (........ccceennen. XRpeii ) = Rp v

Untuk melengkapi permohonan ini, dilampirkan :
1. Foto copy identitas diri Wajib Pajak dan Kartu Keluarga
Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)
SPPT / SKPD PBB Asli dan fotocopy
Fotocopy SSPD PBB tahun sebelumnya
Fotocopy Sertifikat/ Akta Jual Beli / Surat Penunjukan Kavling/Letter C/Surat
keterangan
=TT aN 0 2zl o 1) ot B o - VPP PP

2
3.
4.
5

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasanya

*) coret yang tidak perlu dan agar melampirkan surat kuasa apabila dikuasakan.
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6. PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT

Probolinggo, ...... e e e
Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo
Jl. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo
Perihal : Permohonan Pembatalan SPPT
PBB Tahun ................

Dengan hormat,

Berkenaan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan (SPPT PBB) tahun.........c.c.cocvviiiiiviiinnnnnnnn..
NOP e
Nama Wajib Pajak e
Alamat Wajib Pajak @ o
PBB Terhutang : Rt
Letak Objek Pajak i
Pengenaan PBB

Luas Tanah PP M2

Kelas Tanah PP

Luas Bangunan : ... M2

Kelas Bangunan : .....c.ccccvvviiiiiiniienennn..

Dengan ini mengajukan permohonan pembatalan atas SPPT PBB tersebut di atas, karena

Untuk melengkapi permohonan ini, dilampirkan:
1. Fotocopy identitas diri wajib pajak
2. SPPT PBB asli
3. Formulir SPOP dan LSPOP yang telah diisi (apabila objek pajak telah berubah status
buminya menjadi fasilitas umum atau telah digabungkan dengan objek pajak lain)
4. Fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)

S. Surat Kuasa (apabila dikuasakan)

Wajib Pajak/ Kuasanya
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7. PERMOHONAN PENENTUAN KEMBALI TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN SPPT

Probolinggo, ...... e e e

Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo

Jl. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo
Perihal : Penentuan Kembali Tanggal

Jatuh Tempo Pembayaran PBB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L s

Alamat L e

Dengan ini mengajukan permohonan Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran atas ketetapan

PBB tahun e,

Nomor Objek Pajak/ NOP : ... e
Nama Wajib Pajak PP
Alamat e
Letak Objek Pajak PP
Ketetapan Pajak e et
Kecamatan L e
Kelurahan PP

Dengan alasan sebagai berikut:

Bersama ini kami lampirkan:

a. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)

b. SPPT Asli dan foto copy disertai bukti penerimaan SPPT

c. Fotocopy identitas diri Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak

d. Fotocopy Kartu Keluarga

e. Fotocopy SSPD PBB tahun sebelumnya

f. Surat Keterangan dari Lurah diketahui Camat (Surat Keterangan Tidak Mampu/ Surat

Keterangan MengalamiKejadian Luar Biasa diluar Kekuasaan)

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak
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8. PERMOHONAN PENGAJUAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Probolinggo, ...... e e e
Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo
Jl. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo
Perihal : Pengajuan Pendaftaran
Objek Pajak

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama L e e
Alamat PP PP
Dengan ini mengajukan Pendaftaran objek pajak atas lahan sebagai berikut :
Nama Wajib Pajak PPN
Alamat Wajib Pajak PPN
Letak Objek Pajak PPN
Kelurahan/ Kecamatan & .......coiiiiiiiiiiiiiiiie e ieeeeeeree et e eeen e eenenas
Luas Tanah P M2
Luas Bangunan N M2
Untuk Proses Penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami lampirkan:
Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)
Formulir SPOP dan atau LSPOP yang telah diisi lengkap
Fotocopy identitas diri wajib pajak

1
2
3
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy SPPT / SKPD Tanah sekitarnya
6. Fotocopy SSB BPHTB
7. Dokumen pendukung :
a. Foto copy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan
(sertifikat/ AJB/Girik/Dokumen lain sejenis)
b. Foto copy IMB ([jin Mendirikan Bangunan)

c. Fotocopy NPWP (bagi yang memiliki NPWP)

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak
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9. PERMOHONAN INFORMASI PBB

Probolinggo, ...... e e e

Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo

Jl. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo

Perihal : Permohonan Informasi PBB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama wajib pajak PPN
Alamat wajib pajak PPN
Sebagai wajib pajak PBB atas objek pajak sebagai berikut:

NOP PPN
Letak objek Pajak PP

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan :
1. Surat Keterengan NJOP

2. Surat Keterangan Lunas PBB

3. Surat Keterangan Informasi Status Objek Pajak

Adapun alasan mengajukan permohonan ini adalah

Bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
1. Fotocopy SPPT PBB tahun terakhir
2. Fotocopy Identitas Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak atau Kartu Keluarga (KK)

3. Surat Kuasa (apabila dikuasakan)

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak
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10. PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT PBB

Probolinggo, ...... e e e

Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo

Jl. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo
Perihal : Permohonan Pembetulan

SPPT PBB Tahun ...........

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama wajib pajak PP PPN
Alamat wajib pajak PP PPN
Sebagai wajib pajak PBB atas objek pajak sebagai berikut :

NOP PP PP
Letak Objek Pajak PP

Bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)

2. Formulir SPOP / LSPOP yang sudah diisi lengkap

3. Fotocopy identitas diri wajib pajak dan Kartu Keluarga

4. SPPT asli

5. foto copy bukti pelunasan PBB (SSPD PBB) tahun sebelumnya

6. Bukti Pendukung :
a. Foto copy sertifikat tanah / foto copy Akta Jual Beli / Surat Tanah Garapan /

Surat Perjanjian Sewa Menyewa / foto copy akta hibah / foto copy akta waris

b. Foto copy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak
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11. PENGHAPUSAN DENDA / SANKSI ADMINISTRASI

Probolinggo, ...... e e e

Kepada

Yth. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan AsetKota Probolinggo

Jl. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo

Perihal : Pengurangan / Penghapusan Denda
Administrasi PBB

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama L e e a e ens
Alamat TP PPPPRPTPTR
Sebagai Wajib Pajak atas obyek PBB yang terletak di :

Jalan L ettt ettt et ee et eaeen et ettt e e et e e s ae e et an e et e i aane
Desa/Kel, R/ RW i e et ee e ettt e e et e e e ae et e et et e e aaaeenanns
Kec. D ettt ettt et e e e e e e ea e eh e et en e ae e
NOP L ettt ettt e et et eh et ea e et ettt et e e et e e aans
Tahun Pajak © ettt ettt e et e e ettt e e ettt e eh e et e e aaas

Alasan permohonan pengurangan / penghapusan denda administrasi :

Dengan beban tunggakan sekaligus denda hingga sekarang, tidak sanggup untuk melunasi
denda atas tahun pajak tersebut di atas, berdasarkan hal tersebut dengan ini mohon
pengurangan / penghapusan denda administrasi sebesar ........... %

Sebagai kelengkapan permohonan, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:
1. Fotocopy identitas diri
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy SPPT S tahun terakhir
4. Surat Pernyataan bermaterai akan melunasi pokok pajak dan sisa denda
administrasi yang ditetapkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN
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SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 175 TAHUN 2018 TENTANG TATA

CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
BANGUNAN PERKOTAAN DI
PROBOLINGGO

BENTUK FORMULIR SPOP DAN LAMPIRAN SPOP (LSPOP)
OBYEK PAJAK KHUSUS

A. FORMULIR SPOP

Halaman depan:

WeFemmix | | || [ | | J[ [ ]]

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Salas &iizi olah Petzzas (fagis 5 darsir),
SURAT FEMBERITAHUAN OBJEKPAJAK | gic cknwagp e

Beeri anda sibngs pada bodom vang seoad

WD TRATAMA -

1 FIEMLS TAANSARS] |:| 1. Pesalasmn Dats I:I I Pesmotabivican Data I:l 3 Peoghooman Dan
" o A el 0 KEC RELDEZ EBLCK N URDT RODE
A N0 IIIIIIII||IIII‘ O 0 I
LI

i O O | O M

3. NOPEERSAMA
A INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARD

4. NOPASAL Bl EEEEEEENEER EEEEE

3 NO SPPT LaMA ENEE

E. DATA LFTAK OBEJFE PAJAK

D, AN JALAT . DA BAY I

HNNEEEENEENENENEEENEENEEEEEEEE IIIIIIIIIIIII

AELURAHAN DE3A S EW 10.RT

(IILTI I (0 OO

11 STATUS (1 pemsic 2 Pramewa 3 Pasgalcia 4 Permaiai 5 Ssogken
1T FEEERIAAN LENZ* 1 ABRT*) 3 Pessmeman®) 4 Badas % Lamen

13 NAMSA SUBIER PATAK 14. NFWP
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

15 NAMA FALAN 15. ELOKEAV/NG
EREEEPERERERE] EEEEEREEE] RREEREE S B |

17. EELURAHAN DESA 1LREW I3 BT

7 I i T s ) O O i ) I |
. HATUPATEN  KOTAMADYA - KODE POS

I I I IO

I NOMORKETP

HINNNNEEEEENENENEENREEEER

D.DATA TANAH

mrpazTamag [ [ [TTTT TR0 13 FONA NILAT TANAH |:|:|
4 JERIS TANAH 1. Tamah + 1 Eaving 3. Tacah Kosong Faxibins T
Eazgaman D Sap .D;ﬂr.ﬂ D = D J:Ratea Ve

Canian: *) vang peaghaciboens semata-mod heao dan gad atas wang peocieaan

dilanstcan ditalaman berisora
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Halaman belakang:

E.DATA BANGUNAN

15 JUMLAH BANGUNAN

VI MALANEIS DAk MI0TaRs: Tans ik sna b : 5 moEr3azaya aalak beoy, vl dio aziag
megurs Seadiac yang ebesaana, Aoy deagan Pasal ¥ aym (1) Usdanz-uadang No. 12 Takua 1982

26. NAMA SUBIEK PATAK 27. TANGGAL 15 TANDA TANGAN
KUASANYA

Dalem Bal bosndak sk kumz, Sume Haxs bemp dibepiskan
Daizen kal Suljck Pask mendalekan yomdis Obyck Pask, 1upsys memgzyambsken Sk’ Denak Lokas Objcke Pask

" Tk ¥

= - Batxy wakw pengombsion 3POF 30 fogs pulah) ke gk dissms olck Subyck Paisk xus Paal § oyee (2) U0 Ne. 12 Tavm 1983

G.IDENTITAS PENDATAPEJABAT YANG EERWENANG

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
2. TaxGeAL (reLENTEN [ [ ] [T] ([1] |2 tavcear@eLayt=)[T] (1] [1]
30. TANDA TANGAN 30. TANDA TANGAN
31. NAMA [ELAS 31 NAMA [ELAS
32 NTP [(LITTITIT] |s2xe (LTI

SKET / DENAH LOKAST OBJEK PAJAK

Comoh Pasazambanas

EETERANGAN :
- Gambariag et decah okasi objek pafpk

(Rops skak), vang diwbuezias d2ams pharmn

fhg prowkol, jaha finZiuazas dag hic-hi, vang

axsdal dlkenalknyi okl vaman. L
- Sabutas hanas-tans pemiling sabehal van, Raroo A |

Sehng, timue das bara: S

Burhag
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B. FORMULIR LSPOP

Halaman Depan:

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK No. foramlic |_|_|| | | I ” | | |

A_RINCIAN DATA BANGUNAN

BANGUNAN | T [ [Sarnen [ |
[] 4 TeioAposicPasacRuico [] 5 R Sae Ko [] & OtbRagaReszeasi
[] 7 Howt Wam [] & BeagieiGutangPernzina [ 9. Geduog Pemerions
[] 10Lsi-tein [J 118 Titek Bema Paine [ 12 Basigosea Pacisr
[] 13Apnemes [] 14 %onpa Beasin [] 25 Teazis Mipes
[ 16.Gesues Sekotat
§. LUAS BANGUNAN I I I I I l l I I I I 7. FJUMLAH LANTAI ED
(M2}
s THNDIBANGUN [ ] ]
9. THN DIRENOVASL [T ] 10. DAYA LISTRIX
ereasane warn LLLLL I 1]
11. KONDISI PADA 1 Saeza 2 Bak 3 Sedang 4 Jahak
et B e o i
12 KONSTRUKS [ 1.Bsp [J 2500 [z Beusem HEEST
13. ATAP g Decnises [ zeuzeme  [] : gasan [Jeases  []550es
Gz Ghawe v
14. DINDING 1 Kaca 2 Bewa 3 BamBan 4 Kays 5 Seoz
gy O:sesa [0 0
§ Tidak Ade
15. LANTAI [+ Meemee []2Remax [ 3.Teraso [] 4 VbR [] 5 Semes
P
16. LANGIT-LANGIT L !Akmk [] 2 Teigiekastes [ 3 Titakade i
Y
17. UMLAH AC [T] = [T] Wiasdow | 15 AC Seamrat []t ase []p Taeas
19.1%21;%01.(&‘1 T . LUASPERRERASAN HALAMAN (M |
. M - : Berat
' 1. Diplester D 2 Dezgan =_ :e?; ====—ID;:?‘:M
5 Pelaps g B -
I JOMLAR  DGNLAMPU  TRPLAMDPU [ X JOMLARLIFT [ I5.J0% ANGGA
LAPANGAN [T]3e== nn 1] EERJALAN
— Aspat (1] [T] Hapmat Lor<0,50M g
Tacah Lt (1] [T sarees Loe>030M 00
4. PANJANG PAGAR T PENADAM U1 Hydam DL A D2 Tidsed
a0 KEBAKARAN [J2 Spricider [1Ad [J2 Tiakad
BAHAN PAGAR D 1 Baia Bexi [] 2 Bawy O:Fear 0las 0O2Tiesad
Banin
26, IML SALURAN 7. KEDALAMAN SUMUR
T (I11] ARTESS O NN

-28-



Halaman Belakang:

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB =3/ 8§

[ PABRIEBENGKEL GUDANG PERTANIAN (/P5=3f%)
28 TINGGI KOLOM (M) [T ] 29. LEBAR BENTANG M) [ [ ]

3. DAYA DUKUNG 31. EELILING 32 LUAS MEZZANINE
Lavrar@eaey L]~ poonveog (LI ™ ag [(L1T]

D.DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

[0 PEREANTORAN SWASTA /GEDUNG PEMERINTAH (/PB=19)

33 KELAS BANGUNAN [J1 Eefaz] [J 2 Kelas2 03Ketas3 [J 4 Kelasd
[0 TOROAPOTIEPASARRURO (JPB=4)

34 KELAS BANGUNAN [J1 Eelasl [J2 Kelas2 (03 Ketas 3

[] RUMAH SAKIT / KLINIK (/P5=5)
3% KELAS BANGUNAN [l Eefs] [J2Kels2  [J3Kels3 [J4Kehst

35. LUAS KMR DNG 37. LSRUANG LAIN DNG
ACSENTRAL (M2) D:D:D ACSENTRAL Q) D:m]

[0 OLAHRAGA /REKREAS] (/PB=§)

35 KELAS BANGUNAN [ 1 Eefs1 [ 2 Kefas2

0 HOTEL WISMA (95=7)
39. FENIS HOTEL 01 Noz-Raser: 02 Resee
40. ML BINTANG 01 Biztaz § []2 Biomog 4 []3.Bimeg 3 [J4.Bimmeg 12 []5 Neo

Biotaag
41 JUMLAH KAMAR ED]:] 42 LUAS EMR DNG EED]’_’] 43.13 RUANG LAIN DNG D]ID
AC SENTRAL Q) AC SENTRAL (M)

[J BANGUNAN PARKIR (/PB=12)
4 TIPEBANGUNAN [J1Tge4 [J2 Tige3 03 Tge2 DO4Tge1

[0 APARTEMEN (JPB=13)
45. KELAS BANGUNAN [] 1 Kehsl 2 Kelas2 03 Ketaz?  [J4 Kehast

46, IML APARTEMEN D:D:D 47LUAS APT DNG D]:Dj 43 LS RUANG LAINDNG EED]:I

ACSENTRAL (M2) AC SENTRAL ()
[0 TANGEI MINYAK (7PB=1%)
49, KAPASITAS TANGEKI S0.LETAK TANGKI [J1DiAa:z []JI DiBawah
Q) Tami Tazaa

[] GEDUNG SEKOLAH (/PB=16)
f1 KELAS BANGUNAN [J1.Kehasl [J2 Kelas2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)

52 NILAI SISTEM (LITTTTTIT sxmAaNDVIDUAL [TTTTTITTT]
F.IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG
PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEIABAT YANG BERWENANG
srerruvwe [/
KEMBALI
33 TGLPENDATAAN [T]/[T1/ [T s rereexeumax [/ [T (T
$5. TANDA TANGAN #. TANDA TANGAN
57. NAMA JELAS §1. NAMA JELAS
35 NP (LTI 62 NIP (LTI
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BENTUK FORMULIR SPOP DAN LAMPIRAN SPOP (LSPOP)
OBYEK PAJAK UMUM

Halaman Depan:

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Alamat: Jalan Panglima Sudiman Mo. 18 Probolingge

No. Formulir | || | H

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DANLAMPIRAN

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir},
diisi oleh Wajib Pajak
Beri tanda silang pada kolomyang sesua

*SPOP & LSPOP ini digunakan untuk Objek Pajak Umum

1. JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data 2. Pemutakhiran Data 3. Penghapusan Data
PR oT I KEC. KELDES BLOK NO.URUT  KODE
2. NOP CIICTIC T DI I TIC T T TI0]

A INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

3. NOP ASAL | |

LTI LTI

[T

4. NO. SPPT LAMA

5. NAMA JALAN

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. BLOK / KAV f NOMOR

12, NAMA SUBJEK PAJAK

7. KELURAHAN / DESA 8. RT
[(TITTTITTITTITIITIITIITIIITIT] [

C. DATA SUBJEK PAJAK
10. STATUS [ ] 1 Pemiik [ ] 2 Penyewa [ ] 3.Pengelola
11. PEKERJAAN []1pnsy [ 2 aerie

13. NAMA JALAM

9. RW

[TT]

[[] 4 Pemakai [ ] 5 Sengketa

D 3. Pensiunan®) D 4. Badan®) D 5 Lainnya

14. BLOK / KAV /NOMOR

15, KELURAHAN / DESA

16. RT

HEREER (1]

18. KABUPATEN /KOTA - KODE POS

19. NOMOR KTP

20.toasTaNAH | [ [ [ [[[[]]]

22 JENIS TANAH D 1. Tanah + Bangunan
D 4. Fasiltas Umum

D. DATA TANAH

D 2. Kavling Siap Bangun

[] 5. sawan

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

17. RW

[LT]

21. ZONANILAI TANAH [ [ ]

D 3.Tanah Kosong

D 6. Ladang

E.SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK
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Halaman Belakang:

F. RINCIAN DATA BANGUNAN

23. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN 24 LUAS BANGUNAN [TTTTT] mz
[] 1 rumahTingga [ ] 5 ProduksiPangan 25 JUMLAH LANTAI (1]
[] 2 Toko [] 6 Produksi Temnak 26_TAHUN DIBANGUN (T 1]
[] 3 Ruko [ ] 7.Tidak Ada Bangunan 27 DAYALISTRK WATT) [ [T T T 1]
[] 4 wantor 28.AC [ |Ada [ ]Tidak Ada
29 KONDISI PADA [ ] 1 Sangat [ ] 2 Baik [ |3 sedang L] 4 Jelek
UMUMN YA Baik
30. KONSTRUKSI [ ] 1. Baja [ ] 2. Beton [ |3 BatuBata [ ] 4 Kayu
31. ATAP [ 11 Decraban/ [ |2 GtgBeton/ [ |3 GtgBiasa¥ [ |4 Asbes [ ]5 seng
Beton/ Aluminium Sirap
Gtg Glazur
32. DINDING []1. Kacas [ ] 2 Beton [ ]2 BatuBata/ [ | 4 Kayu []5 seng
Aluminium Conblok
6. Tidak Ada
33 LANTAI []1 marmer [] 2 Keramik [ ] 3 Teraso [] 4 ubinPC/ [ ]5 semen
rapan
34 LANGIT-LANGIT [ ] 1. Akustik/ [] 2 Tripek/ [[] 3 Tidak Ada
Jati Aspes Bambu
) centang sesuai dengan keadaan bangunan

G.PERNYATAAN SUBYEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas lengkap
menurut keadaan yang sebenarmya

35, NAMA SUBJEK PAJAKS 36. TANGGAL 37. TANDA TANGAN
KUASAMYA

- Dalam hal bertindak selaku kuasa Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas wakiu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN
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